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1.
2.

4,

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal
26 Pebruari 1946) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak
dimaknai, “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang,
tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang
dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan,
dan menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang semula
berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari
sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang
mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau
mata uang yang dirusak digunakan” menjadi selengkapnya
berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari
sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang
mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau
mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan
menimbulkan kerugian.”

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya.

Selasa, 31 Januari 2023

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa



dirugikan dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 KUHP.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguiji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 79
angka 1 KUHP maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon
telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang,
khususnya berlakunya norma Pasal 79 angka 1 KUHP dengan anggapan kerugian
konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya
ketidakpastian mengenai awal penghitungan daluwarasa pemalsuan surat yang diatur dalam
Pasal 79 angka 1 KUHP yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional para Pemohon
yakni para Pemohon tidak dapat melakukan penuntutan terkait dengan adanya pemalsuan
surat dikarenakan waktu untuk pengajuan penuntutan dimaksud telah daluwarsa. Anggapan
kerugian konstitusional tersebut tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi apabila permohonan
para Pemohon a quo dikabulkan.

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak
terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa daluwarsa (kedaluwarsa) adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya
atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang
melakukan tindak pidana. Daluwarsa dimaksud ditujukan agar kewenangan penuntutan
dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan bukan dilakukan dengan tanpa batas waktu.
Ketentuan daluwarsa memberikan kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang
dilakukan agar pelaku tidak terus-menerus berada dalam keadaan tidak tenang tanpa batas
waktu karena ketidaktenangan hidup sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya
adalah suatu penderitaan jiwa yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu
pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Daluwarsa juga didasarkan pada faktor kesulitan
dalam hal mengungkap kasus perkara sebagaimana kejadian sebenarnya di waktu yang lalu.
Hal ini dikarenakan dalam mengungkap suatu peristiva diperlukan bukti sebagaimana
ditentukan peraturan perundang-undangan. Semakin lama lewatnya waktu suatu peristiwa
maka akan semakin sulit untuk memperoleh alat bukti tersebut. Begitu pula dengan ingatan
seorang saksi yang akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian
yang dilihat atau dialaminya. Demikian juga dengan barang bukti, yang semakin lama akan
menyebabkan benda itu menjadi rusak, musnah, atau hilang dan tidak ada lagi. Sehingga,
dengan berlalunya waktu yang lama akan memperkecil keberhasilan bahkan dapat
menyebabkan kegagalan dari suatu penuntutan. Lebih dari itu, rasa keadilan juga menjadi
terusik manakala keadilan yang dicapai bukanlah keadilan hakiki yang digali dari persidangan
yang menggunakan alat bukti yang tidak valid.

Bahwa secara umum, jangka waktu daluwarsa harus mulai dihitung pada hari sesudah
tindak pidana dilakukan [vide Pasal 78 KUHP]. Sehingga, untuk dimulainya jangka waktu
penghitungan daluwarsa ialah bukan pada waktu tindakan dilakukan, melainkan pada saat
munculnya akibat dari tindak pidana tersebut. Pasal 79 angka 1 KUHP memberikan
pengecualian terhadap berlakunya tenggang waktu daluwarsa yang umumnya mulai berlaku
pada hari sesudah perbuatan dilakukan, yakni berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu
atau mata uang yang dirusak digunakan.

Bahwa penghitungan daluwarsa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 angka 1
KUHP adalah setelah seluruh unsur dari perumusan tidak pidana pemalsuan surat terpenuhi,
yaitu pada hari sesudah barang yang dipalsu tersebut diketahui, dipergunakan, dan
menimbulkan kerugian. Ketiga unsur dimaksud haruslah dimaknai secara kumulatif. Dengan
kata lain, penghitungan daluwarsa pemalsuan surat adalah pada hari sesudah surat yang
diduga palsu tersebut dipergunakan dan kepalsuan tersebut diketahui oleh korban atau orang
atau pihak lain serta korban dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut.
Ketentuan demikian lebih memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi
korban, yang mungkin saja baru mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat ketika



timbul suatu kerugian pada dirinya dikarenakan adanya penggunaan surat dimaksud. Artinya,
korban mungkin tidak akan mengetahui adanya pemalsuan surat apabila surat yang
dipalsukan tersebut tidak dipergunakan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian pada
dirinya. Keadaan demikian juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang
diberikan negara kepada masyarakat, in casu korban, sebagaimana dimaksudkan dalam
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Lebih lanjut, ketentuan tersebut juga menutup peluang bagi
orang yang berniat untuk menggunakan surat yang dipalsukan tersebut setelah lewat
daluwarsa yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa guna menghindari adanya ketidakpastian hukum dalam penghitungan daluwarsa
pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP serta guna
memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terkait dengan penghitungan daluwarsa
pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP adalah pada hari sesudah
pemalsuan surat tersebut diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian. Dengan
demikian, adanya penafsiran yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum di dalam
mengimplementasikan ketentuan norma Pasal 79 angka 1 KUHP dapat dihindari.

Bahwa bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah
berpendapat dalil-dalii permohonan para Pemohon berkenaan dengan penghitungan
daluwarsa pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP menimbulkan
ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dapat
diterima. Namun, oleh karena pemaknaan akan syarat dimulainya penghitungan masa
daluwarsa berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 79 angka 1 KUHP, sebagaimana yang
didalilkan para Pemohon tidak sama dengan pendirian Mahkamah maka dengan demikian
permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun
terhadap hal-hal lain dan selebihnya, termasuk Pasal 137 huruf a RKUHP tidak
dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dipandang tidak ada relevansinya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “mengenai
pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah
barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan
menimbulkan kerugian”. Sehingga, Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946) yang
semula berbunyi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan
dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada
hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” menjadi
selengkapnya berbunyi, “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah
perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada
hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui,
digunakan, dan menimbulkan kerugian.”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.

4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.



